UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan
menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
yang berintikan keadilan dan kebenaran;

bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional
atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan
hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan
penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di
masing-masing negara;

bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus
dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk
bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai
saat ini belum ada landasan hukumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA.

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Keterangan adalah informasi yang diberikan secara lisan
dan/atau tertulis.

Pernyataan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi,
ahli, terdakwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau
direkam secara elektronik seperti rekaman, kaset, video,
atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu
tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialami
sendiri.

Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman, atau
informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar,
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa
pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, desain, foto, atau sejenisnya;

C. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang
memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu membaca atau memahaminya.

Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.

Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas
kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau
mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang
dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia
atau negara asing.

Pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan
untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk
mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang
tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta
kekayaan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh
dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

Hasil tindak pidana adalah setiap harta kekayaan yang
diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari
suatu tindak pidana, termasuk kekayaan yang ke dalamnya
kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan
kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari
tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau



keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan
tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana
tersebut.

8. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang
karena  jabatannya memiliki kewenangan untuk
melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan
bantuan timbal balik.

9. Kapolri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
hukum dan hak asasi manusia.

11. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab
tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Pasal 2

Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi
Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau
memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan
pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam
masalah pidana dengan negara asing.

Pasal 3

(1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang
selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan
Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

mengidentifikasi dan mencari orang;

mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;

menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;

mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan
keterangan atau membantu penyidikan;

menyampaikan surat;

melaksanakan permintaan penggeledahan dan

penyitaan;

g. perampasan hasil tindak pidana;

h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang
sehubungan dengan tindak pidana;

i.  melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang
dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin
diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang
dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
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J.  mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang

mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda
yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
dan/atau

k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 4

Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak memberikan
wewenang untuk mengadakan:

a.
b.

(1)
(@)

ekstradisi atau penyerahan orang;

penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk
ekstradisi atau penyerahan orang;

pengalihan narapidana; atau

pengalihan perkara.

Pasal 5

Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.

Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar
hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 6

Permintaan Bantuan ditolak jika:

a.

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang
dianggap sebagai:

1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau
percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala
pemerintahan, terorisme; atau

2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan,
diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;

permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau
mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama,
kewarganegaraan, atau pandangan politik;



e. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan
tersebut akan = merugikan kedaulatan, keamanan,
kepentingan, dan hukum nasional;

f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal
yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk
penanganan perkara yang dimintakan; atau

g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian
barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila
diminta.

Pasal 7

Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:

a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan
tindak pidana;

b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan
tindak pidana;

C. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang
terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau

d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan
tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia,
membahayakan keselamatan orang, atau membebani
kekayaan negara.

Pasal 8

Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri
harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan
dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk
dipenuhi.

BAB II
PERMINTAAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengajuan Permintaan Bantuan



